Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.




HUKUM

LINGKUNGAN

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.




HUKUM LINGKUNGAN
Edisi Pertama

Copyright © 2021

ISBN 978 623.21881/.4
ISBN (F) 978.623.218 816/
14 x 20.5 cm
x, 216 him.

Cetakan ke 1, Maret 2021

Kencana. 2021.1440

Penulis
Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Tata Letak
Lintang Novita & Arshinta Tifiri

| Penerbit

bagian atau seluruh s
 mesin fotokopi, aned



KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Swt. atas taufik dan hidayah-Nya, pe-
nulis dapat menyelesaikan buku hukum lingkungan ini tepat pada
waktunya. Selawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujung-
an Nabi Muhammad saw. yang telah berjasa menyebarkan risalah
Islam kepada umatnya.

Buku yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu
mahasiswa dalam mempelajari matakuhah“ ukum L N
Penulis membagi pokok bahasan dalam bu
Bab yaitu: Bab 1 Tinjauan Umum tel
Bab 2 Kebijakan Lingkungan Global,
3 Sejarah Peraturan Perundang-Und:
Indonesia; Bab 4 Instrumen Penceg
Kerusakan Lingkungan Hidup; Bab
kungan; Bab 6 Penyelesaian Seng
Instrumen Ekonomi Lingkungan
Membayar dan Penerapannya. 1
mahasiswa Fakultas Hukum deng
ngetahuan kepada calon sal]am.
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an perkembangannya, serta mempunyai penge-

ngan lingkungan d
r puan untuk menganalisis setiap permasalahan

tahuan dan kemam

lingkungan.
Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima

kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penye-
lesaian buku ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan
buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan, saran, dan kritik
yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurna-
an buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah
Swt. senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan
menganugerahkan rahmat-Nya atas semua bantuan dan doa kepa-
da penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, November 2020
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BAB 1

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM
LINGKUNGAN

A. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KONSEP
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009
SERTA PERMASALAHAN LINGKUNGAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan
Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan
rahmat daripada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan
kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penungang ln-
dup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya de mi
kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sen
jakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, |
angkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup y
kan ketentuan undang-undang payung terhadap se
peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan h
dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak
berikan definisi atau arti mengenai lingkungan hi
mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belal
yang mereka miliki. .\ i

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahk
kungannya, begitu juga dengan kehidupan
makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tum
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memerhukan makhluk hidup latnnya vntule memenihi Kebutuy,
hidupnya. Sehingga antara manusia dan maldhlule Bidug iy,
memiliki Keterkattan satu sama laine Manusta bersnmn hewny,
tumbuhan dan jasad ventk menempath suatu runng tertenty Ke
cuali makhluk hidup, dalam tuang itu terdapat jugn bendy tink
hidup, seperti misalnya udara yang terdirt atas bermacam gag, il
dalam bentuk vap, cair dan padat, tanah dan batu, Ruang yang
ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hldup
di dalamnya disebut lingkungan hidup makhlulk hidup lersebut,
Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruyh|
suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup
(biotik faktor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic
factor). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama
lingkungan, vaitu: (a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan
b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Interaksi-interak.
si antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan
abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan
unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menye-
luruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Namun, pada ha-
kikatnya keseimbangan alam (balance of ) menyatakan bah-
wa bukan berarti ekosistem tida
dinamis dan tidak statis. Komun
terdapat dalam beberapa ekosist
karena adanya perubahan kom

T Val

itu tidak drastis. .
Ketentuan dalam Pasal 28 |
Negara Republik Indonesia
wa, “Setiap orang berhak hidup se
pat tinggal, dan mendapat lingky
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berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Atas dasar pengatur-
an tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan
sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental
right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik
and benar dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UUP-
PLH.

Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk
melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah dite-
rapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomik lingkung-
an hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi
sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat per-
tambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungann (BML), Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); Perizinan lingkungan,
instrumen ekonomik dan audit lingkungan. Dalam praktiknya in-
strumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk me-
ngendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen
ekonomik, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan lam-

lindungan dan Pengelolaan -'f‘f‘f’_--
lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang d
daya, keadaan, dan makhluk hidup, tei
lakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri
kehidupan, dan kesejahteraan manusia se
(Dewi, 2012). 4
Dalam Undang-Undang Nomor &
lindungan dan Pengelolaan Lingkungan I
pengelolaan dan perlindungan ling
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sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fung.
si lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dap,
atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, Pe-
manfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pene.
gakan hukum (Nina Herlina, 2017).

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secy.
ra bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilap
tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada
umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu Iingkuns.
an dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik,
kimia, maupun biologi lingkungan hidup manusia, lingkungan hj.
dup hewan dan lingkungan hidup (tumbuhan). Lingkungan hidup
juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem,
dan daya lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebut-
kan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan
atau lingkungan hidup.

Menurut Danusaputro (1985) lingkungan atau lingkungan hi-
dup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di da-

lamnya manusia dan tingkah perbuatannya m terdapat h |
ruang di mana manusia berada dan meme o

hidup serta kesejahteraan manusia dan :
Sementara itu menurut Soemarwoto (1991) ling
artikan sebagai ruang yang ditempati suaty
sama dengan benda hidup dan tak hﬂp‘
bersama tumbuhan, hewan dan jasad re
ang tertentu. Kecuali makhluk hidup, d ;
juga benda tak hidup, seperti udara vang te

gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat,
yang ditempati makhluk hidup bersama |
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dan terakhir dalam UU No,32 Tahun 2009 tentang Perlindung-
an dan Pengelolan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-2009).
Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUP-
PLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak
hanva untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejah-
teraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsung-
an alam itu sendiri. Jadi, sifatnya tidak lagi antroposentris atau
biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang terse-
but, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur kom-
ponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan
unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Di antara un-
sur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik dengan
makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di
lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk
hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hi-
dup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan
di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi pula kehi-
dupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal
balik tersebut dinamakan ekologi.

Kata “ekologi” untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh se-
orang Biolog Jerman, Ernest Haeckel pada tahun 1869. Meskipun
banyak pakar sebelumnya, seperti Hipocrates, Aristoteles, dan fil-
suf Yunani lainnya yang telah memberikan uraian yang mempu-

fiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk
nya atau dapat juga diartikan sebagai il
makhluk hidup (Soemarwoto, 1991).

Menurut Odum, ekologi didefinisil
hubungan organisme-organisme atau kelo m,
terhadap lingkungannya, atau ilmu hubunge
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isme hidup dan lingkungannya” (Eugene et gl o
2 menyatakan bahwa ekologi mem.pel 3),
anisme hidup dengan lingkungannys :ij:"
L. bahwa fokus kajian ekologi aq, :};

living organism and their environmen,»

ganisme-organ
Pendapat yang sam
hubungan antara OTg
mukakan oleh Mattews, et @
«the interrelationship between

(Hardjasoemanm. 2000).
Demikian pula pendapat Soemarwoto (1991) Gury Besar

Ekologi dan Tata Gund Biologi Universitas Padjadjaran, Ban dung
bahwa “ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antan;
makhluk hidup dengan lingkunganiya. Oleh karena itu, permasalgh.
an lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi”,

Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada ha-

kikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan ling-
an timbal balik antara makhluk hidup

kungan hidup ialah hubung
dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal bailk antara
makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur

dan merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi, maka
terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem.
Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup
yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan ng
memengruhi satu sama lain (mterdependem:e).
Secara yuridis pengertian ekosistem dirumu
UULH-1982, UUPP +LH-1997, maupunl UUPPLHE-
mengartikan ekosistem sebagai tatanan unsur li
yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan
ruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilit:

3

kungan hidupnya, tetapi sebaliknya manusia me

kungan hidupnya. il
Di antara komponen-komponen ekosistem. put

komponen yang paling dominan dan mene
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ngan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk
mengubah atau memengaruhi lingkungan. Hanya saja lingkung-
an mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima per-
ubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk
menerima perubahan inilah yang dinamakan dengan daya du-

kung lingkungan (environment carrying capacity).

C. DAYA DUKUNG, DAYA TAMPUNG, DAN PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP

Konsep daya dukung lingkungan yang pada awalnya merupa-
kan batas kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan
hewan (Soeriaatmaja, 1979). Dalam perkembangannya juga dite-
rapkan terhadap kehidupan manusia.

Secara yuridis konsep daya dukun lingkungan hidup diru-
muskan dalam Pasal 1 angka 7 UUPPLH-2009 bahwa daya du-
kung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain,
dan keseimbangan antarkeduanya. Dengan demikian, dapat dipa-
hami bahwa lingkungan mempunyai batas kemampuan tertinggi
tersebut menerima intervensi manusia. Apabila batas kemampuan
tertinggi tersebut terlampaui, maka terjadilah pelanggaran daya
dukung lingkungan. Pelanggaran daya dukung lingkungan meng-
akibatkan ekosistem dalam lingkungan tersebut tidak seimbang.

seperti banjir, tanah longsor, kek
Erat kaitannya dengan konse

yang masuk atau dimasukkan |
menunjukkan bahwa daya
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pada batas kemampuan tertinggi lingkungan tertenty;

air, menampung zat, energi dan/atau komponen lain Yang diy.'
ang ke dalamnya, tanpa melihat hubungannya dengan lingj, -
an lainnya. Dengan kata lain, jika daya dukung lingkungan &
ngandung konsekuensi eksternal, yaitu sejauh mana Hngkunllm-
mampu mendukung lingkungan secara keseluruhan, maka day

tampung lingkungan hanya terbatas pada internal kemam ;
lingkungan tersbut untuk menampung zat, energi dan/atay ko,
ponen lain yang dibuang ke dalamnya. Daya tampung lingkungal;
dengan demikian menjadi salah satu dasar dalam Penetapan day,
dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya .
tuk melindungi kemampuan lingkungan dalam menampung zat
energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya,
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